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  BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Implementasi kebijakan merupakan tahap  proses  kebijakan publik.  Suatu program 

kebijakan harus diimplementasikan agar  mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. 

Dunn. W. (1999:24-25) menganjurkan bahwa disetiap tahapan proses kebijakan publik, 

termasuk tahapan implementasi kebijakan, penting dilakukan analisa. implementasi 

kebijakan merupakan salah satu tahap sejak dari sekian tahap kebijakan publik. Hal ini 

berarti bahwa implementasi kebijakan merupakan salah satu variabel penting yang 

berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakandalam memecahkan persoalan- 

persoalan publik. 

Implementasi  ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan dari pelaksanaan 

suatu kebijakan, Implementasi kebijakan penting dilakukan untuk mengetahui tingkat 

proses kebijakan yang sedang berjalan dari suatu kebijakan dengan melihat seberapa jauh 

suatu kebijakan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi yang paling mendasar dari 

dilakukannya implementasi kebijakan adalah untuk mengetahui keberhasilan proses dari 

kebijakan ini. 

 Kebijakan yang akan di implementasi pada penelitian ini adalah kebijakan Izin 

Tinggal Terbatas Warga Negara Asing. Kebijakan Izin Tinggal Terbatas  yang dibuat 

pemerintah dalam upaya meningkatkan keamanan warga negara Indonesia dari Warga 

Negara Asing yang melakukan tindakan kriminalitas. Izin Tinggal Terbatas diatur dalam 

Peraturan  Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Peraturan Undang-

undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. 

 



2 
 

 Indonesia sebagai negara yang memiliki posisi strategis dalam kehidupan  

internasional, baik dari aspek geografis maupun potensi sumber daya alam dan sumber 

daya manusia, mengakibatkan arus lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah Indonesia 

semakin meningkat. Kehadiran orang asing di Indonesia, disamping telah memberikan 

pengaruh positif, juga telah memberikan pengaruh negatif berupa timbulnya ancaman 

terhadap pembangunan itu sendiri.  

 Sehingga diatur dalam  peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian 

hukum keimigrasian yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan  Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang 

Pelaksanaan Peraturan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Salah 

satu  hal yang mendorong terjadinya perjalanan  pada era modern ini adalah kemudahan 

yang diberikan oleh pemeritah untuk masuk dan keluar dari Negara tertentu. Seperti halnya 

Indonesia ada 45 negara yang mendapat Bebas Visa Kunjungan Singkat dan 64 negara 

mendapat Visa On Arrival atau Visa Kunjungan Saat Kedatangan yang pengurusannya 

tidak sesulit seperti pengurusan Visa biasanya, dengan demikian orang semakin tertarik 

untuk mengadakan perjalanan.   

 Namun sejalan dengan hal tersebut terdapat beberapa dampak negatif seperti 

Penyalagunaan Izin Keimigrasian dan munculnya kejahatan internasional seperti imigran 

gelap, penyelundupan manusia, perdagangan orang, terorisme, dan narkotika. Untuk 

meminimalisasi dampak negatif tersebut baik bagi Warga Negara Indonesia maupun Orang 

Asing yang masuk keluar dan tinggal diwilayah Indonesia, maka  imigrasi mengeluarkan 

kebijakan selektif (selective policy) dimana hanya Warga Negara Asing yang memberikan 

manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum diperbolehkan masuk 

dan berada di Wilayah Indonesia,  setelah mendapatkan izin masuk maupun izin tinggal di 

Indonesia dari pejabat imigrasi.   



3 
 

 Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib melakukan 

pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Tempat Pemeriksaan 

Imigrasi adalah pelabuhan, bandar udara, atau tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh 

Menteri Kehakiman sebagai tempat masuk atau keluar wilayah Indonesia. Keimigrasian 

merupakan bagian penyelenggaraan administrasi Negara dalam rangka pelaksanaan tugas 

pemerintah dan pembangunan di bidang keimigrasian, salah satunya menyelenggarakan 

Izin tinggal yang diberikan kepada Warga Negara Asing untuk berada di suatu wilayah. 

 Berdasarkan Peraturan  Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan 

Peraturan Undang-undang Nomor  6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian pada Pasal 1, izin 

tinggal adalah izin yang diberikan kepada Warga Negara Asing oleh Pejabat Imigrasi atau 

pejabat dinas luar negeri untuk berada di Wilayah Indonesia. Izin tinggal diberikan kepada 

orang asing sesuai dengan visa yang dimilikinya. Izin tinggal  hal yang sangat penting 

karena tanpa adanya izin tinggal setiap warga negara tidak dapat berada di wilayah 

tertentu, di dalam praktek keimigrasian, banyak terjadi kasus pelanggaran terhadap batas 

waktu izin tinggal yang dilakukan oleh orang asing tersebut, meskipun undang-undang 

keimigrasian telah memberikan sanksi pidana yang  tegas.  

 Batas waktu keberadaaan orang asing diperlukan agar esensi kedaulatan negara 

dapat ditegakkan dan tujuan kedatangan serta keberadaan orang asing tersebut harus jelas 

agar tidak merugikan kepentingan rakyat dan negara Republik Indonesia baik dari segi 

ekonomi, sosial budaya, keamanan, maupun politik. Dalam penyelenggraan Izin Tinggal 

ini  Keimigrasian sebagai lembaga negara yang berhak dan berwenang  untuk mengatur 

Warga Negara Asing yang tinggal  di Indonesia, menurut  Peraturan Pemerintah Republik 

Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Peraturan Undang-undang Nomor 6 Tahun 

2011 Tentang Keimigrasian, izin tinggal terdiri dari Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal 

Terbatas dan Izin Tinggal Tetap:  
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a. Izin Tinggal Kunjungan adalah Izin yang diberikan kepada Warga Negara Asing 

yang berkunjung ke wilayah Indonesia. 

b. Izin Tinggal Terbatas adalah pada Warga Negara Asing untuk tinggal di wilayah 

Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas. 

c. Izin Tinggal Tetap adalah izin yang diberikan kepada Warga Negara Asing tertentu 

untuk bertempat tinggal dan menetap di Wilayah Indonesia sebagai penduduk 

Indonesia Dan menurut  Pasal 148 ayat (1) dan (2) bahwa, Izin Tinggal Terbatas 

diberikan untuk waktu paling lama 2 (dua) tahun.   

 Adanya peningkatan permohonan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) di Provinsi 

Sumatera Selatan khususnya wilayah Kantor Imigrasi Kelas I Palembang, berikut tabel 

yang menunjukan bahwa jumlah permohonan jenis Izin Tinggal Terbatas di Kantor 

Imigrasi Kelas I Palembang  setiap tahunnya meningkat dari tahun  ke tahun dibandingkan 

dengan Izin Tinggal Tetap dan Izin Tinggal Kunjungan. 

Tabel  1. Jumlah  Permohonan Jenis Izin Tinggal di Kantor Imigrasi Kelas I 

Palembang Tahun 2016 – 2018 

No. Jenis Izin  

Tinggal  

Tahun  

 

2016 

 

2017 

 

 

2018 

 

Jumlah 

1.  Izin Tinggal 

Terbatas 

 

1.543  

 

1.762 

 

1.856 

 

5.161 

2.  Izin Tinggal Tetap 535 325 273 1.133 

3.  Izin Tinggal 

Kunjungan  

 

20 

 

11 

 

8 

 

39 

Sumber : Dikelola oleh Penulis Berdasarkan Laporan Izin Tinggal Keimigrasian di Kantor   

Imigrasi Kelas I Palembang,  Tahun 2018 

 

 Dari tabel 1.  menunjukan izin tinggal keimigrasian oleh Warga Negara Asing 

mulai dari tahun 2016-2018 berdasarkan jenisnya yang paling banyak dalam melakukan 

perpanjangan izin tinggal di Kantor Imigrasi Kelas I Palembang yaitu Izin Tinggal 
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Terbatas (ITAS),  maka dapat diketahui bahwa pemegang Izin Tinggal Terbatas  (ITAS) 

pada tahun 2016 -2018,  Izin Tinggal Terbatas berjumlah 5.161  Warga Negara Asing, 

sedangkan Izin Tinggal Tetap pada tahun 2016 - 2018 berjumlah 1.133 Warga Negara 

Asing, dan  Izin Tinggal Kunjungan pada tahun 2016 - 2018  berjumlah 39 Warga Negara 

Asing. Berarti hampir setiap tahunnya perpanjangan Izin Tinggal Terbatas meningkat di 

bandingkan dengan Izin Tinggal Tetap dan Izin Tinggal Kunjungan. 

Berdasarkan  tabel di atas, bahwa permohonan Izin Tinggal Terbatas terdapat 

dalam Peraturan  Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Peraturan 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, pada  Pasal 142 ayat (1) 

mengenai permohonan Izin Tinggal Terbatas bahwa, “Permohonan Izin Tinggal terbatas 

diajukan oleh Orang Asing atau Penjaminnya kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat 

Imigrasi yang ditunjuk yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing, 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (2) yang terdiri dari :  

a. Orang Asing dalam rangka penanaman modal 

b.  Bekerja sebagai tenaga ahli  

c.  Melakukan tugas sebagai rohaniawan 

d.  Mengikuti pendidikan dan pelatihan 

e. Mengadakan penelitian ilmiah 

f.  Menggabungkan diri dengan suami atau istri pemegang Izin Tinggal terbatas 

g. Menggabungkan diri dengan ayah dan/atau ibu bagi anak berkewarganegaraan  

asing yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayah dan/atau 

ibu warga negara Indonesia 

h. Menggabungkan diri dengan ayah dan/atau ibu pemegang Izin Tinggal terbatas 

atau Izin Tinggal Tetap bagi anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) 

tahun dan belum kawin 

i. Orang Asing eks warga negara Indonesia 

j. Wisatawan lanjut usia mancanegara. 

 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan 

Peraturan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, pada  Pasal 141 

ayat (1),  bahwa Izin Tinggal Terbatas adalah izin yang diberikan kepada Warga Negara 

Asing yang memenuhi persyaratan keimigrasian serta syarat-syarat lain yang diatur dengan 
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peraturan pemerintah.  Izin keimigrasian mengenai tinggal terbatas sesuai dengan namanya 

diberikan dengan waktu terbatas. 

Namun pada kenyataanya kebanyakan Warga Negara Asing yang masuk ke 

Indonesia, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan Kantor Imigrasi Kelas I Palembang 

tidak  berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan 

Peraturan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dalam 

mendapatkan Izin Tinggal Terbatas, terdapat pada tabel berikut ini : 

Tabel 2. Jumlah Negara yang melakukan pelanggaran perpanjangan Izin   

Tinggal Terbatas di Kantor Imigrasi Kelas I Palembang Tahun 2018 

 
 

 

 

No. 

 

 

 

Negara 

Tidak 

melampirkan 

Surat Keterangan 

Domisili 

Melebihi masa  

Izin Tinggal 

Terbatas 

 

Tidak 

Melampirkan 

Surat 

Rekomendasi dari 

Instansi 

Pemerintah yang 

terkait. 

 

 

 

Jumlah  

1. Amerika Serikat 15 19 5 39 

2. Australia 10 10 8 28 

3. China 56 32 24 142 

4. Demanrk 10 5 4 19 

5. Filipina 20 10 8 38 

6. India 29 33 11 73 

7. Jepang  15 26 9 50 

8. Korea Selatan 28 12 10 50 

9.  Malayasia 23 30 11 64 

10. Singapura 10 10 2 22 

11. Swedia 10 9 4 23 

12. Taiwan 18 8 9 35 

13. Thailand 32 25 10 72 

Total 276 229 115 665 

Sumber : Dikelola oleh Penulis Berdasarkan Laporan Izin Tinggal Keimigrasian di Kantor 

Imigrasi Kelas I Palembang, Tahun 2018 

Berdasarkan dari tabel di atas bahwa masih banyak Warga Negara Asing yang 

melakukan pelanggaran Izin Tinggal Terbatas, salah satunya tidak sesuai prosedur dalam 

perpanjangan Izin Tinggal Terbatas ini seperti mutasi alamat  yakni tidak melampirkan 

Surat Keterangan Domisili, masih adanya Warga Negara Asing  yang melebihi batas waktu 

dalam perpanjangan Izin Tinggal Terbatas  yang telah ditentukan, dan Surat Rekomendasi 

dari Instansi atau Lembaga Pemerintah yang terkait. 
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Dari 13 Negara di atas bahwa yang paling banyak melakukan pelanggaran adalah 

Negara China yang berjumlah 142 Warga Negara Asing yang melanggar persyaratan Izin 

Tinggal Terbatas , India  berjumlah 73 Warga Negara Asing, kemudian  Thailand 

berjumlah 72 Warga Negara Asing, Malaysia berjumlah 64 Warga Negara Asing.  Dari 13 

Negara  tersebut  telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang 

Pelaksanaan Peraturan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, 

terutama pada Pasal 142 ayat (2) huruf d, mengenai persyaratan permohonan Izin Tinggal 

Terbatas Warga Negara Asing meliputi: 

 1. Surat penjaminan dari Penjamin 

 2. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku 

 3. Surat keterangan domisili 

 4. Surat rekomendasi dari instansi atau lembaga pemerintahan terkait. 

 

Dari tabel di atas bahwa persyaratan permohonan Izin Tinggal Terbatas yang 

banyak dilanggar persyaratan permohonan Izin Tinggal Terbatas yaitu tidak melampirkan 

surat keterangan domisili. Menurut Peraturan  Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang 

Pelaksanaan Peraturan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, pada  

Pasal 141  bahwa Izin Tinggal Terbatas adalah izin yang diberikan kepada Warga Negara 

Asing yang memenuhi persyaratan keimigrasian serta syarat-syarat lain yang diatur dengan 

peraturan pemerintah. 

Dalam Izin Tinggal Terbatas ini, pihak yang terkait adalah Kantor Imigrasi, 

menurut  Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Peraturan 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, bahwa pejabat Imigrasi  

berwenang menolak Warga Negara Asing  untuk masuk wilayah Indonesia dalam hal, 

Warga Negara Asing itu namanya tercantum dalam daftar cekal, tidak memiliki dokumen 

perjalanan yang sah dan masih berlaku, memiliki dokumen keimigrasian palsu dan tidak 

memiliki visa. 
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Alasan peneliti terhadap Izin Tinggal Terbatas Warga Negara Asing, mengingat 

terdapat  berbagai masalah dari data yang diperoleh peneliti di lapangan. Masih ditemukan 

beberapa Warga Negara Asing yang memasuki wilayah Indonesia  yang memiliki Izin 

Tinggal Terbatas yang tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh  Warga Negara Asing 

tersebut di wilayah Indonesia khususnya di Kantor Imigrasi Kelas I Palembang. 

Berdasarkan permasalahan dan data yang ditemukan penulis di lapangan, tertarik   meneliti 

masalah karena dalam penelitian ini beda dengan penelitian mengenai Izin Tinggal 

Terbatas lainya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pelaksanaan Izin Tinggal Terbatas 

Warga Negara Asing berdasarkan UU Keimigrasian, dengan judul “Implementasi 

Kebijakan Izin Tinggal Terbatas Warga Negara Asing di Kantor Imigrasi Kelas I 

Palembang Tahun 2018”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka perumusan masalah yang 

menjadi fokus dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Implementasi Kebijakan Izin 

Tinggal Terbatas Warga Negara Asing di Kantor Imigrasi Kelas I Palembang Tahun 

2018?” 

C. Tujuan  

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah:  

“Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Izin Tinggal Terbatas Warga Negara Asing di 

Kantor Imigrasi Kelas I Palembang Tahun 2018”. 

D. Manfaat Penelitian  

Penelitian  diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan, adapun manfaat 

dari hasil penelitian : 
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1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan 

mengenai Ilmu Administrasi Publik dan memberikan kontribusi terhadap peneliti lain yang 

melakukan penelitian tentang Kebijakan Izin Tinggal Terbatas Warga Negara Asing, 

khusunya di Kota Palembang Tahun 2018. 

2. Manfaat Praktis 

Adapun hasil penelitian dapat memberikan manfaat praktis, sebagai berikut: 

a) Untuk meningkatkan kemampuan berpikir melalui penulisan karya ilmiah serta 

melatih penulis dalam menerapkan dan mengembangkan disiplin Ilmu Administrasi 

Publik, khususnya di bidang Kebijakan Publik. 

b) Sebagai masukan bagi pemerintah di instansi khususnya di Kantor Imigrasi Kelas I 

Palembang, mengenai Kebijakan Izin Tinggal Terbatas Warga Negara Asing di 

Kota Palembang Tahun 2018. 
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